
BUPATI PIDIE
PROVINSI ACtrH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR Ve TAHUN 2018

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHI RRAHMANIRRAH IM

DENGAN RAHMAT ALI-AH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan,

ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan
dan pelatihan yang berbasis pada kine{a dibutuhkan analisis
jabatan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang
berdayaguna dan berhasil guna;

b" bahwa untuk menclapat informasi jabatan yang akurat
terhadap jabatan struktural dan jabatan fungsionai umum,
perlu dilakukan analisis jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transrnigrasi Kabupaten piclie;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati pidie
tentang Hasil Analisis Jabatan struktural dan Jabatan
Fungsional Umum pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor T (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Daerah propinsi sumatera utara (LemLa;=an Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5g, Tambalan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor lO92);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A06 tentang pemerintahan
Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AV tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 5a9al;



Menetapkan

2

4. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Inclonesia Tahun 2a74
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nornor g rairun 2015 tentang
Perutrahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ar4
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Reputrlik
Indcnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 56T9);

5. undang-undang Nomor 30 Tahun 2or4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtik inclonesia Tahun
2ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun zoto tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2016
Nornor 11a);

7. Peraturan Menteri Datram Negeri Nomor 12 Tahun 2olz tentang
Pedoman Pernbentukan dan Klasifikasi Unit pelaksana Teknis
Daerah dan cabarrg Dinas (Berita Negara Repubiik Inrionesia
Tahun 2077 Nomor a1l);

B. Qanun Kabupaten Pidie Nomor s rahun 2ai6 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten pidie
(Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor O5,Tamlrahan
Lemkraran Kabupaten Pidie Nomor 94);

9. Peratural Bupati Pidie Nornor 16 Tahun 2o7T tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten pidie (Berita
Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2OlT Nomor 1d);

ME]\4UTUSKAN

: PERATURAN BUPATI PIDIE
JABATAN STRUKTURAL DAN
DINAS TENAGA KERJA DAN
PIDIE.

TENTANG HASIL ANALISIS
FUNGSIONAL UMUM PADA

TRANSMIGRASI KAEUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1" Daerah adalah Daerah Kabupaten pidie;

2. Bupati adaiah Bupati pidie;
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3. Perangkat Daerah Kabupaten aelalah unsur pernbantu
Bupati catram penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten
yang terdiri dari sekretaliat l)aerah, sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat, Dinas dan I-embaga Teknis Daerah
Kabupaten Pidie;

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga
Keda dan Transmigrasi Kabupaten pidie;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada
dan Transmigrasi Kabupaten pidie;

Dinas Tenaga Kerja

6. sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Keqja dan
Transmigrasi Kabupaten pidie;

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga
Kerja da_n Transmigrasi Kabupaten pidie;

L Kepala sub Bagian adalah l(epala sub Bagian pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten pidie;

9. Kepaia seksi ada-lah Kepala seksi pacla Dinas Tenaga Keqia
dan Transmigra si Kahrupaten pidie;

10. unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut
uFrD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
c.rperasional dan/atau kegiatan teknis penunjairg tertentu
pada Dinas Tenaga Kerja clan Transmigrasi Kabupaten pidie;

11. Keiourpok Jatratan Fungsiona-tr adarah kedudukan yang
menunjukkal tugas, tanggung jau.ab, wewenang Can hak
seseorang Pegar,r,ai Negeri sipil dalam rangka menjalankan
tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk
mencapai tujuan organisasi;

12. Analisis Jabatan adaiah proses, metoda dan teknik untuk
mendapatkan data jabatan yang diolah menjacii informasijabatan guna pen;iusrr., kebijakan program
pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanlarr,
kepegawaian dan perencanaan kebutuhan penrlidikan dan
pelatihan serta urnpan balik kragi organisasi rlan
tatalaksana;

13.uraian Jabatan adalah cakupan inforrnasi jabatan atasjaLratal yang tercanturn dalan"L susunan dan struktur
organisasi;

14. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan
gambaran atas isi jabatan, _yang berupa sekelompok tugas
yang melembaga atau menyatu dalarn satu r,rradah jabatan;

15. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas terte
dalam struktur organisasi;
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16. Jabatan Fungsional umum disebut juga dengan jahratan non

struktural umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya
bersifat fasiiitatif dan penclukung bagi misi organisasi;

17. Ringkasan Tugas adalah merupakan ikhtisar dari
keseiuruhan tugas jabatan yang ada dan disusun daiam 1
(satu) kalimat;

18. Hasil Kerja adalah produk atau keluaran (output) yang
harus dicapai oleh jabatzur 5r2ng dapat berupa benda,l"""
dan inlbrmasi;

19. Rahan Ke4a adaiah masukan yarlg riiproses clengari tindak
keqia (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa be,cla
berwujud dan benda tak ber-wujud;

20. Perangkat Kerja ada-lah mesin, perkakas, peralatan-r kerja
dan alat kerja lainnya yang digunakan uniuk ,re*p.ori,
bahan kerja menjadi hasil keda;

21. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua
tugas.iabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan
pemegang jal:atan dalam memproses bahan kerja menjadi
hasil kerya dengan menggunakan perangkat keqa dan daiam
kondisi pelaksanaan tertentu;

22"Kead,aar Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi
tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang
menirnbulkan oampak negatif atau menimbulkan resiko
bahaya bagi pegawai yang berada di dalarnnya;

23. upaya Fisik adalah merupakan gambaran penggunaan
alggota tubuh (mata, telinga, hidung mulut, tangan, jari,
bahu, kaki dan plnggang) ciaram melaksanakan tugas
jabatan;

24. Kemungkinan Resiko Baha1,2 adalah resiko atas bahaya
yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu
melakukan tugas j abatannya;

25. s1'arat Jabatan adalah kuarifikasi yang harus dii:enuhi
pemegang jaLratan untuk melakukal pekerjaan atau
memangku jabatan;

26. TangSJungjawab adalah rincian semua jaminan atas
keberhasilan pelaksanaan tugas oreh pemangku jahatan
sebagai pertanggungjawabannya terhadap keberhasilan,
kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan;

27. wew'enang adalah hak pemangku jabatan untuk i-nengambitr
tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta
menentukan tata cara dan tinclakan yang perlu diambil
dalam melaksanaka_n dan menyelesaikan pekerjaan;

28. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja
antar Satuan Ker.1a yang membentuk suatu kebulatan p
kerja dalarn rangka optimaiilasi hasil keqja.
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BAB II
HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati pidie ini ditetapkan hasil analisis
jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Pidie yang terdiri d,ari :

a. Analisis jabatan struktural;
b. Analisis jabatan fungsional umum.

Pasal 3

(1) Analisis jabatan strukturai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan Kepala Dinas, sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unii
Peiaksana Teknis Daerah dan Keiompok Jabatan
Fungsional.

(2) Analisis jabatan fungsiona-r umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b meriputi semua jabatan fungsional
umum yang tierada di bawah jabatan struktural eselon
terendah.

(3) Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasatr 2
merupakan uraian jabatan yang mencakup :

a. identitas jabatan;
b. ringkasan tugas;
c. rincian tugas;
d. wewenang;
e" tanggungjawab;
f. hasil kerja;
g. bahan ker.1a;
h. peralatan kerja;
i" hubungan keqja;
j. keadaan tempat kerja;
k. upaya fisik;
1. kemungkinan resiko bahaya; dan
m. syarat jabatan.

Pasa-l 4

Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasai 3,
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KEGUNAAN HASIL ANALISIS .JABATAN

Pasal 5
(i) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalampenyusunan kebijakan program pembinaan/penataan

kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatu
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(2) Hasil analisis jabatan menjadi
pemangku jabatan struktura_l dan
melaksanakan tugas.

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggai : 7 Awil 2OIg M

1, Raja

RIS DAERA
TEN PIDIE

BtrRITA DAERAH KABUPATtrN PIDIE TAHUN 2oI8 NoMoR }6

pedoman bagi setiap
fungsional umum dalam

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarlg dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan perempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten piciie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 7 Aprrl 2018 M

)2 Rajab 1439 H

RtrTAEK
BUPA

PIDIE,

MULIYADI


